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PUTUSAN 

Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk 

DEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadi lan Agama Oepok yang memerlksa dan mengadili perl<ara­

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikuL dalam pei1<ara ceral gugat. amara p1hak-pihak:

PEMOHON, beragama Islam. umur 
43 Tahun. Peketjaan Karyawan Swasta, beralamat di 

Kola Depok, 

Jawa Barat. selanjutnya disebutl "Pemohon";

MELAWAN 

TERMOHON, beragama Islam, umor 49 Tahun, pekerjaan sebagai lbu 

Rumah Tangga, 
beralamat di 

Depok, Jawa Bar al, selanjutnya disebul sebagai 

"Tonnohon"; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelaJa ri berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi dan

memeriksa alat bukti lainya di persidangan;

TENTANG OUOUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepanileraan Pengadilan Agama Depok

Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 15 Nopember 2017 mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

ha�rr.;i11 1 c;4n 24 ha/Mi.Ill, Pi.tuscn Nomo1 3381/Pd..Gf20171PA.Dpll 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 

pada tanggal 02 Maret 2002, berdasarkan Kut ipan Akta Nikah dari KUA 

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor : NOMOR 

tertanggal 2 Maret 2002;

2. Bahwa setela h  menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal dirumah kediaman Pemohon di Depok, Jawa Baral 16517:

3 .  Bah\va semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

berjalan rukun dan harmonis dlllputi kebahagiaan sebagaimana layaknya

suami istri, sampai memiliki 2 orang anak, put,; dan putra;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sete lah lebaran 2015

sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga

dikarenakan sering terjadi persel isihan dan pertengkaran terus menerus

yang disebabkan masalah keuangan (bemutang tanpa izln, mengambil

uang pemohon tanpa bi lang, tidak mensyukuri rejekl yang ada sering

mengeluh masalah uang) cara mendidik anak. ja.ngan memelihara

kucing karena kotorannya bau dan najis tapi Termohon tidak mau 

mendengarkan sehingga rumah sekarang ini bau tai kucing dan kencing

kucing, tercium dari depan rumah dampai belakang, cara mengatur

rumah yang sekedarnya, mencuci yang nggak bersih sehlngga baju

anak-anak dekil dan berjamur, mengungk it ungkit pemberian yang

lampau, diber itahu selalu dibantah dan dilawan:

5. Pemohon sering merasa tidak dihargal karena memberikan uang yang

menurut Termohon sediklt dan sering direndahkan karena Termohon

merasa memiliki derajat yang lebih tinggl dari pemohon sehingga pemah

terucap kata-kata "Kalau dia butuh lni (sambil menunjuk vaginanya) dia

akan dateng keslni". Dan "Tenang aja dia nggak akan berani

menceralkan saya';

6. Bahwa p erselis
i

han dan perteogkaran tersebut bisa berulang-ulang 

sampai Pemohon mengatakan bahwa Termohon bukanlah istri dari

termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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7 .  Bahwa termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada 17 Januari
20017 dengan nomor perkara: 0284/Pdt. G/2017/PA. Opk: 

8 .  Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon susah 

didamaikan dikarenakan Termohon semakin sering melawan dan

semakin tidak mau mendengerkan Pemohon. Bahkan persoalan antara

Pemohon dan Termohon semakin bertangsung terus menerus membuat

keadaan rumah tangga semakin lidak baik dan tidak harmonis, sehingga

tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai

karena Pemohon dan Termohon sering terjadi persel islhan dan

pertengkaran terus menerus;

9. Pertengkaran dan persells[han lnl sudah membuat Pemohon blngung,

stress, kesehatan menurun apalagi Pemohon dihadapkan pada

pekerjaan yang bisa hi lang karena kondisi perusahaan tempat Pemohon

bekerja dalam kondisl luiUs karena bisa jadi perusahaan tempat

Pemohon bekerja ditutup atau dimarger;

10.Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas. maka gugatan Pemohon telah

memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No .  9 tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Is lam; 

Bahwa berdasa.rkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan 
lk.rar Talak 3 (Tiga) Raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) 

dihadapan si<lang Pengadilan Agama Oepok;

3 .  Memberikan Hak asuh NAMA ANAK dan NAMA ANAK

kepada Pemohon;

4 .  Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR: 

h#":!rT!an 3 d� 2C h:llam;in, �b.1$ill"I N�o, 338t�.Gi'201 7,PA.Opk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa walaupun dalam hal perceraian antara Pemohon dan T ermohoo

tidak dapat didamaikan namun dipersidangan antara Pemohon dan Termohon

mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraianya yaitu

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.500.000,·

(Tiga juta lima ratus rupiah) x 3 = Rp. 10.500.000,· (Sepuluh Juta llma

ratus ribu rupiah):

2. Mut'ah berupa uang sejuml ah Rp .  40.000.000,· (Empat puluh juta

rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dal il permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukli tertulis, berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akla Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan tertanggal 2 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan asl inya, diberi tanda P.1:

b. Fotokopi Kutipan Alda Kelahiran Nomor 1692/2004 yang dikeluall<an oleh 

OSDUKCAPIL Kola Depok tertanggal 11 Maret 2004. Bukli surat tersebut 

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokl<an dengan aslinya, diberi 

tanda P.2;

c ,  Fotokopl Kulipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh 

DSDUKCAPIL Kola Depok tertanggal 27 Maret 2007. Bukti surat

tersebut te lah diberi meterai cukup dan telah dlcocokkan dengan aslinya,

diberi tanda P.3; 

d. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT.

Gramedia Pustaka Utama, bulan Januari 2018. Bukti surat tersebut tidak

diberi meterai dan te!ah dicoookkan dengan a sl inya, diberi tanda P.4;

Bahwa disamping ilu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

I.SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan tRT. tempat kediaman di Kata Depok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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2 .  SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, 
peke,jaan IRT, tempat kediaman di  Kota Oepok;

Oibawah sumpah kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokol<nya 

sebagal berikut :

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suaml lsteri yang telah

dikaruniai dua orang anak;

Bahwa semu la rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmon is, namun sejak setelah lebara.n 2015 sudah tidak harmonis lagi

dalam menjalani hidup berumah tangga, karena antara Pemohon dan

Termohon sering terjadi persel isihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah lidak 

ada sallng pengertian dalam memb ina rumah tangga dikarenakan sering

terjadi perse lisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

masalah keuangan berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon

tanpa bilang, cara mendidik anak dan mengungkit ungkit pemberian 

yang lampau, diberitahu sela tu dibantah dan di lawan;

Bahwa termohon pernah menga
j
ukan gugatan cerai pada tahun 2017 

namun d icabut dan dengan harapan ada perubahan, akan tetapi

Termohon semakin sering metawan dan semakln tidak mau

mendengerkan Pemohon. Bahkan persoalan antara Pemohon dan 

Termohon semakin berlangsung terus menerus membuat keadaan

rumah tangga semakin tidak baik dan tldak harmonis; 

Bahwa saksi dan keluarga pemah menasehali Pemohon dan Termohon

tetapi tidak berhasil; 

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksl

d
i
pers ldangan dan te lah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSi I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

IRT, tempat kediaman di Kola Oepok;

2. SAKSI II umur 44 tahun, agama
Islam, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kola Semarang;

Bahwa saksi adalah adik Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah 

dikarunlai dua orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, namun sejak setelah febaran 2015 sudah tidak harmonis lagi

dalam menjalani hidup berumah tangga, karena anfara Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan T ermohon sudah tidak

ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dikarenakan sering

teljadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

masalah keuangan (bemutang tanpa izin, mengambil uang pemohon

tanpa bilang:

Bahwa termohon pemah mengajukan gugatan cerai pada 2017 dengan 

namun dicabut dan dengan harapan ada perubahan, akan tetapi 

persoalan antara Pemohon dan Termohon semakin berfangsung terus 

menerus membuat keadaan rumah tangga semak in tidak b aik dan tidak

harmonis;

Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon 

tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon menyafakan mencukupkan dengan

keterangan saksi lersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampalkan kes impufan secara lisan 

yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begttu pufa 

Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada

jawabannya serta mohon putusan: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang d iajukan oleh

Pemohon P hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena tetah

memenuhi ketentuan formil pembuktian yak ni telah dinazegelen serta dapat

diperlihatkan as linya di pers idangan sebagaimana telah dijelaskan pada baglan

duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dlpertimbangkan

selanj utnya;

Me nimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) 
yang syah, lalah suatu surat yang diperbuat demikian ole h  atau di hadapan 

pegawai umum yang berlluasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup 
bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi 

bukU surat yang d ia
j
ukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, relevan 

dengan pokok perkara dan sa ting beraesua ian antara yang satu dengan yang 

la in, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti suraVtertulis;

Menimbang, bahwa bukti sural/tertulis Pemohon yang memenuhi syarat 

maleriil tersebut dapal diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P merupakan akta otenlik berupa Kutipan Akta 

Nikah yang berdaya bukti sempuma dan mengikal yang memberi bukti bahwa 

Pemohon dan Termohon adalah su ami isteri yang menikah pada 02 Maret 2002 

diwiiayah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan 

oleh Pemohon SAKSI I dan SAKSI II, temyata saksi-saksi tersebut bukan 

orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian 

secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat 

bukti, sedangkan materi kesaks iannya akan diperthnbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap,tiap 

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setetah ditelm 

dengan oermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan 

dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengeta.huan, 

h�l11man 11 4.ar> 24 hal31M!'!, Pl.itU$il!I lllomor 33,81 /Pd!,G,'20171PAO� 
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Interest of the child). Ketentuan inl baru dapat dikesampingkan jika ada alasan­

alasan yang kuat sehlngga ketentuan itu tldak harus digunakan;

Menimbang bahwa adalah kel iru menyederhanakan masalah dengan 

menyamakan untuk kepenlingan dan kemaslahatan sianak maka hak 

pen9asuhan talu serta merta diberikan kepada si ayah, la lu menyudutkan 

ketentuan pasal 105 a KHI sebagai suatu aturan yang bersifat tidak imperatif .  

Yang benar adalah kepada siapa hak pengasuhan diberikan akan sangat 

bergantung kepada substansi kasusnya, dengan mempertimbangkannya dari 
segala aspek, tanpa melupakan ketentuan pokok yang sudah ditentukan dalam 

Kompilasl Hukum Islam tersebut. 

Menimbang. bahwa anak yang bernama 1. Afifa zahia Prananto 

Perempuan lah ir di Oepok pada tanggal 02 Februari 2004 sebagaimana bukti 

P.2 adalah telah mumayyiz, sebagalmana ketentuan Pasal 105 huruf b

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: pemeliharaan ansk yang 

sudah mumayy/z dlsershkan kepad8 anak unluk memilih di antara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaa11•. Oalam hal ini Majelis Hakim 

telah mendengar keterangan kedua anak tersebut dipersidangan yang 

menyatakan "ingin diasuh oleh ibunya'� 

Menimbang, oleh karena anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki ,  

la hir di Oepok pada tanggal 14 Maret 2007 belum mumayyiz, 

sebagaimana bukti P.3 maka anak tersebut masih sangat mambutuhkan 

pelayana.n, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang 

dari seorang ibu. sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat Rekonvensi 

dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai 
pemegang hak had lanah, tapi dalam keadaan anak masih dl bawah umur, 

belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga 

sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensl, hukum memandang ibunya 

(Penggugat DKfTergugat DR) lebih berhak untuk mengasuh, mendidlk. serta 

untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah alas anak tersebut sesuai 

dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan 

Hadits Nabi yang berbunyi:

h:1!:im;11:1 20 d:lii 24 h21arnan, P11t<JS:W1 Nomor 33at/Pd!.Gf2017+'PA.Oplt
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Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum sya(i yang berkaitan dengan perl<ara ini.

MENGADILI 

1. Mengabulkan permollooan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan 
lkrar Talak I Raj'I terhadap Tennohon (TERMOHON) d ihadapan 

sidang Pengadilan Agama Depok.

3.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

a . Nafkah selama masa iddah untuk Tennohon sejumlah Rp .  

3.500.000,· (Tlga juta lima ratus rupiah) • 3 ; Rp .  

10.500.000,­(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah berupa uang se
j

umlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta

rupiah);

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) bagi 
kedua orang anak yang lahir dari perl<awinan antara Pemohon dan 

T ermohon yang bernama

I. NAMA ANAK Perempuan lahlr di Depok pada tanggal 02 

Februari 2004;

2. NAMA ANAK. Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 14

Maret 2007;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang t imbul

dalam perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu rlbu

rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

pada hari Kamis tanggal 28 Februarl 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal
12 Jumadll Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua

Maje lis, dan Ora. Tull Gantini serta Nanang Moh Rofi'I Nurhidayat, S.Ag

masing-masin g  sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada harl ttu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
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